BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum
pidana positif Indonesia yang merupakan kebijakan faktual, dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia , diatur di luar KUHP, yang
dapat digolongkan dalam dua katagori pengaturan. Katagori pertama |,
menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi
pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap para anggota atau pengurus
korporasi dan katagori kedua, menyatakaan korporasi sebagai subjek tindak
pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.

b. Perumusan/ penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada awalnya dipergunakan
istilah yang bermacam-macam dan tidak seragam serta tidak konsisten. Istilah
korporasi mulai muncul dalam peraturan perundang-undangan pada tahun
1997 yaitu dalam Undang-undang Psikotropika. Perumusan korporasi dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia dirumuskan secara luas yaitu
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“kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia, berkaitan erat dengan permasalahan , kapan suatu korporasi
dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut ternyata
hanya terdapat di beberapa undang-undang saja seperti dalam Undang-undang
Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan
batasan atau ukuran, “tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Sedangkan ketentuan tersebut
tidak diatur oleh undang-undang Pos, Psikotropika, Narkotika, Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan
Konsumen. Hal ini merupakan kelemahan dalam kebijakan legislasi di
Indonesia, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana
korporasi.

Kondisi / persyaratan pertanggungjawaban pidana korporasi , menyangkut
permasalahan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan
beberapa ketentuan perundang-undangan , maka tuntutan dan penjatuhan
pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurusnya, atau kedua-
duanya baik korporasi dan pengurus. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur hal tersebut antara lain dalam Undang-undang Tindak Pidana

Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup,
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Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan peraturan perundang-undangan
yang tidak mengatur hal tersebut adalah Undang-undang Pos, Psikotropika,
Narkotika, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Perlindungan Konsumen. Hal ini merupakan kelemahan dalam kebijakan
legislasi di  Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah
pertanggungjawaban pidana korporasi.

Aturan pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia , ternyata :

(1). Belum terdapat pola aturan pidana yang berlaku untuk korporasi secara

seragam dan kosisten, seperti dalam hal :

(a). Perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana dan
kapan dapat dipertanggungjawabkan, ternyata peraturan
perundang-undangan di atas , tidak konsisten dalam sistem
perumusannya. Sebab ada yang merumuskan secara rinci dan ada
yang sama sekali tidak merumuskan .

(b). Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata ada yang
merumuskan dengan rinci, dan ada pula yang tidak merumuskan
ketentuan tersebut sama sekali.

(c). Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi ternyata
perumusannya dalam peraturan perundang-undangan sangat
bervariasi yaitu, ada yang mencantumkan jenis pidana pokok saja;
ada yang mencantumkan pidana pokok dan pidana tambahan; dan

ada pula yang ditambah dengan jenis sanksi berupa tindakan “tata
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tertib”. Penjatuhan pidana berupa pidana denda, ada yang sama
dengan delik pokok, ada pula pidana denda yang diperberat, ada
yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, akan tetapi
tidak disebutkan jenis-jenis dari tindakan tata tertib tersebut.

(d). Dalam perumusan sanksi pidana, ternyata ada yang merumuskan
secara alternatif, kumulatif dan gabungan (kumulatif-alternatif) .
Di samping itu terdapat pula perumusan pidana berupa “double
track system” atau sistem dua jalur, yaitu jenis pidana dan

tindakan dijatuhkan secara bersama-sama.

(2). KUHP belum merumuskan ketentuan tentang aturan pemidanaan secara

umum untuk korporasi.

2. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum

pidana Indonesia yang akan datang dan merupakan kebijakan ideal, dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a.

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara,
seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada , dapat
dijadikan bahan perbandingan dan masukan dalam kebijakan ideal yang
merupakan kebijakan legislasi yang akan datang untuk membangun hukum
pidana  nasional , khususnya yang menyangkut teori-teori
pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori identifikasi, vicarious
liability dan strict liability. Khusus untuk doktrin vicarious liability, dalam

rangka perlindungan masyarakat, maka kedua prinsip baik employment
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principle dan the delegation principle perlu digunakan secara bersama-

sama, khususnya yang menyangkut perumusan pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak, yang diatur di luar

KUHP, apabila terdapat kelemahan formulasi dalam peraturan perundang-

undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, maka undang-

undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Konsekuensi logis dari kondisi
tersebut di atas, sebagai jalan keluarnya dapat ditempuh melalui dua jalan,
yaitu :

(1) Jalan pertama, ditempuh dengan melakukan reformulasi ketentuan
tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam
peraturan perundang-undang di luar KUHP. Apabila hal ini ditempuh
maka harus ada ketentuan tentang aturan pemidanaan untuk korporasi
yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut , yaitu
tentang:

(a) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;

(b) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,;

(c) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
dan

(d) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.
Termasuk kriteria pidana untuk korporasi, dan perlunya
dibedakan  pidana yang berlaku untuk orang dan untuk

korporasi.



381

(2) Jalan kedua yang ditempuh dengan melakukan perubahan KUHP, dan
memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum. Dengan
ditempuhnya jalan kedua ini , konsekuensi yang timbul sehubungan
adanya kelemahan , yang terjadi di dalam peraturan perundang-
undangan di luar KUHP, yang mengatur tentang pertanggungjawaban
pidana korporasi , dapat diatasi dengan mengacu kepada induknya
yaitu KUHP yang telah diubah, dengan memasukkan korporasi
sebagai subjek tindak pidana secara umum (pandangan ideal sebagai
ius constituendum) . Jalan yang kedua ini dapat dilakukan dengan cara
pertama, mengamandemen KUHP yang khusus menyangkut
pertanggungjawaban pidana korporasi ( kebijakan legislasi jangka
pendek) , atau cara kedua mengubah KUHP. Seperti yang terdapat
dalam Rancangan KUHP 1999-2000. Dengan demikian kelemahan
formulasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang
terdapat di luar KUHP dapat diatasi.

Formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat

diidentifikasi meliputi definisi korporasi, kapan dikatakan korporasi

melakukan suatu tindak pidana, siapa dan dalam hal bagaimana korporasi
dapat dipertanggungjawabkan, dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi, serta prospek pengaturan jenis-jenis sanksi (pidana)
terhadap korporasi . Hasil penelitian yang terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia , ternyata menganut model tidak

membedakan pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang
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dan korporasi, yaitu dengan menyatukan pengaturan jenis sanksi dalam satu
paket jenis-jenis pidana. Sebagai kebijakan ideal maka perlu adanya

pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan untuk korporasi.

B. Saran-Saran.

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas , maka

beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan ialah :

1.

Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penetapan dan tempat korporasi sebagai

subjek tindak pidana, yang selama ini diatur di luar KUHP. Untuk dijadikan

sebagai subjek tindak pidana secara umum dan dimasukkan ke dalam KUHP yang

akan datang.

Tentang penggunaan istilah “korporasi”,  hendaknya dipergunakan secara

konsisten untuk dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini

kebijakan legislasi yang ditempuh, menggunakan istilah untuk penyebutan

“korporasi” dengan istilah yang bermacam-macam dan tidak seragam.

Perlu dilakukan reformulasi tentang pola aturan pemidanaan untuk korporasi,

seperti pengaturan tentang:

a. Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan.

b. Untuk masa yang akan datang , kebijakan legislasi yang menyangkut tentang
siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi harus
diatur dengan tegas.

c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, harus direformulasi
kembali agar perumusannya jelas, konsisten dan terinci, khususnya yang

menyangkut jenis pidana , baik berupa pidana pokok, beserta jenis-jenis
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pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, pidana tambahan
beserta jenis-jenisnya dan tindakan tata tertib , beserta jenis-jenisnya.

Sebagai konsekuensi logis , apabila korporasi dijadikan subjek tindak pidana
secara umum, artinya diatur dalam KUHP, maka untuk yang akan datang
perlu dilakukan reorientasi dan reformulasi, pengaturan pemidanaan umum

yang berlaku khusus untuk korporasi.
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